PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Seputar Indonesia

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Mei 2009

YOGYAKARTA (SI) - Rumusan
aturan tentang Pembantu Rumah
Tangga (PRT) akhirnya'tidak ma-
suk dalam Peraturan Daerah (Per-
da) Ketenagakerjaan yang saat ini
menjadi bahasan DPRD Kota Yog-
yakarta, PRT dianggap tidak me-
miliki hubungan industrial seperi
umumnya tenaga kerja lain. Hu-
bungan antara PRT dan majikan
adalah hubungan antara penjual
jasadan pengguna.

Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Dinsosna-
kertrans)KotaYogyakartaMK Pon-
tjosiwi mengatakan, aturan ten-
tang PRT lebih tepat jika diformu-
lasikan dalam bentuk peraturan
walikota (perwal) karena lebih rin-
ci, Menurutnya, hubungan antara
PRT dan majikannya merupakan
hubungan yang unik dan rinci.

“PRT.itu tidak masuk dalam

mentaraperwalmengaturhubungan
ketenagakerjaan dalam sebuah
perusahaan,”ujarnyausaimengikuti
rapat Rancangan Peraturan Daerah
Tenaga Kerja (Raperdanaker)
bersama Pansus Ketenagakerjaan
DPRDXKotaYogyakartakemarin,

Menurutnya,justruPRT dJrugl
kan jika aturan tentang jenis pe-
kerjaaninidimasukkan dalamper-
da.Padadasarnya,menurutPontjo,
perda hanya mengatur secara
umum hubunganketenagakerjaan
diKota Yogyakarta.

Sedangkan hubungan antara
PRTlebihcondongpadahubungan
antar individu. “Hak dan kewajib-
anPRTdanpemakai jasatidak bisa
diatur secara detail dalam perda,”

‘ujarnya.

Perda yang rencananya akan
berisi 13 bab dan 47 pasal ini disu-
sun untuk memberikan dasar hu-

PRT Tidak Masuk dalam Perda

Yogyakarta agar bisa masuk lebih
jauh hubungan industrial. Dengan
perda ini, Pejabat Penyidik Pega-
wai Negeri (PPPN) dari Disnaker-
trans bisa ikut menyelesaikan ma-
salah-masalah ketenagakerjaan.

Anggota Pansus Ketenagaker-
jaan, Sri Kustantini menargetkan
perda ini akan selesai pada Mei
mendatang,. Bulan ini, pihaknya
akan menyelesaikan semua pem-
bahasan raperda. “Tinggal satu
pertemuanlagi,Meimendatangsu-
dah bisa disahkan,” ujarnya.

. Sementara itu, Direktur Rum-
pun Tjoet Njak Dhien Yuni Satia
Rahayu mengatakan, walaupun
bukan hubungan industrial kon-
vensional, hubungan antara PRT
dan majikannya termasuk dalam
hubungan ketenagakerjaan yang
diatur dalam UUKetenagakerjaan
No013/2003.
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